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BAB1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam alam kemerdekaan dimana negara Indonesia sebagal negara yang
berdaulat diakui keberadaannya dalam gelanggang Intemasional dalam pergaulan
antar negara dsn antar bangsa, sesama negara yang berdeulat adaslah sederajat. Negara
yang  berdaulat mempunyai kewenangan melindungi warga negamnya (atas
nasionalitet) karena peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan berhubungan erat
dcngﬁn paham-paham nasionalisme. !

‘ Akan tetapi berbeda halnya sebelum diakuinya kedaulatan Indonesia,
MM pada waktu itu penduduk negara yang ada dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
golongun penduduk sebugai mang digtur dulam stag(blad 1910-296 mengenai kausy
Bel;nda dart orang-orang yang bukan Belanda dengan pasal 131 IS jo. Pasal 163 IS
dixﬁana dalam pasal itu ditentukan sebagai berikut : “Hukum yang berlaku dalam
sese:orang sebagai kependudukan dalam wilayah bekas Hindia Belanda, dan asal-
usul yang menimbulkan golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan
Bumiputa”?  TDengan  diundangkannya dan  herlakunya  undang-undang
Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 62 tahun 1958 hanya dikenal perbedaan
penduduk atas warga negara Indonesia dan warga negara asing, >

| Dalam pergaulan hidup sehari-hari antar warga negara Indonesia dengan

warga negara asing di Indonesia hubungan-hubungan hukum dalam berbagai bidang

perkdwingn, agrania kontrak-kontrak dan lain sebagainys. Warga negura asing ysng

' Sudargo Gauiama, Warganergara dan Orang Aging, Alumni Bandung, 1979, (selanjutnya
digingkat Sudargo Gantama I) hal 10
? Sunarjati Hartono, Pokok al Binacipta, Bandung 1976

hal 149
3 Sndargo Gantama 1 Op.Cit, hal 276.277
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melakukan suatu perbustan hukum di Indonesia akan tetap dilindungi oleh hukum
karena negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam perjalanan hidupnya dapat
saja wergs negara asing tersebut mempunyai itikad yang tidak baik (te kwaadetrouw)
dengan maksud atau tujuan tertentu. Tujuan ini adalah dengan mengenyampingkan
berlakunya ketentuan hukum nasional dengan cara<cara yang tidak dibenarkan. Hal
ini dikenal degan Penyelundupan Ilukum. Isulah asing Penyelundupan Ilukum ini
adalah Rechts Onduiking . *

Magalah penyelundupan hukum ini sering terjadi di indonesta dalam bidang
agrana, schubungun dengan masih banysknya pendududuk Indonesia yang berstatus
warga negara asing walaupun mereks telah lama tinggal di Indonesia maupun yang
bertempt tinggal sementara dan bergersk dalam bidang ussha yang bekerjssama
denghn warga nepara Indonesia (patungan antara modal asing dengan modal
nasional). Dengan masih banysknye orang asing yang tinggal di Indonesia tersebut,
mereka juga ingin memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia yaitu dengan jalan
membeli tanah, akan tetapi atas nama seseorang yang berwarganegaraan Indonesia.
Jalan inilah yang dipergunakan oleh orang asing, schingga mercka scolah-olah
memperoleh hak milik atas tansh di Indonesia yang sering disebut dengan jual beli
dcngan kedok atau strooman.

Apd yang dilakukan oleh warga asing tersebut diatas sudsh jelas bertentangan
dengan asas yang dikandung oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang sesuai dengan
bunyi pasal 21 ayat (2) yang menentukan : bahwa hanya warga negara Indonesia yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah, hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang

asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang.

4 Rachan Mnstafis, Fitknm Agraria Dalam Perspektif, Ramaa Ksrys, Randung, 1985 hal 36
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| Akan tetapi dalam realisasinya, transaksi (jual beli) yang berkensan dengan

tanah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewarganegaraan asing yang
tomehxbmg ysitu dengan mempergunakan nama seseorang warga negera Indonesia
masih %sering terjadi dan untuk menghindan hal-hal yang mungkin timbul dikemudian
hari, maka warga negara Indonesia tersebut diikat dengan suatu perjanjian hutang

piutilné sccara noteriil dengan orang asing tersebut yang jumlahnya meliputi harga

tanah yang dijadiken jaminen hutang, 3

2. Rumusan Masalah
Bextil.ik tolak dalam umeian latsr belakang maselah diatas, meka dapat dirumuskan
!

pem:asalahan sehagai herikut :
|

1. Bagaimanakah proses penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang
asing dibidang Hukum Agraria (hulum pertanahan) ?

2. Bagaimanskah skibat hukum dari perbuatan orang asing dan status tanah

yang bersangkutan bila terjadi jual beli hak milik atas tanah antara warga
negard Indonesis dan orng asing dengan menggunakdn name  Seorung

warga negara Indonesia ?

1

3. Tinjauan Pustaka
Dalam menguraikan atau membehas tesis ini banyak berpedoman dengan

teori-tkori  dan juga peratumn perundang-undangan yang yang ada hubungannya

dengah masalah yang akan dibahas.

|
viBachsan Mustafa megemukakan, masalah penyelundupan dalam bidang

1

agrari ini tefjadi di Indonesia karena adanya penduduk Indonesia yang berstatus

|

1

3 Sudargo Gantama, Masaish-Masaloh Agraria Berikut Peraturan Peraturan dan Contoh-
Contoh,| Ammwmui, Randung, 1973, (Selajntnyn disingkat. ndsrgo Gantama 1)

i
|
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orang :asmg yang secara tidak lemgsung mempunym hak milik atas tanah dan
Indonc:sla, yaitu dengan cara mengpunakan kedok yang disebut strooman. Dengan
] mllah orang asing memperoleh hak milik atas tanah. Umpamanys seorang asing
hcnde membeli sebidang tanah milik, ia tidak membelinya secara langsung tetapi
memLkm nama dari seorang yang berwarganegaraan Indonesia, dan biasanya diikat
dcnghn suatu perjanjian hutang yang jumlahnya meliputi harga tanah yeng dijadikan
jamin E strooman tersebut. Apabila hal ini diketahui oleh instansi-instansi yang
dibe:llk!m wewenang untuk mengatur agraria, maka diputuskan untuk menyatakan
bahvlu jual beli ini butal demi hukum dan tanghnys jatuh pada negara, ©

- éSudargo Gautama, menyatakan bahwa perbuatan penyelundupan hukum dapat
dlsnnlpulkan apabila adanya nist untuk mencapai tujuan yang tidak diperkenankan,
anm niat dan perbuatan yang dilakuskan harus ada suatu hubungan kasual dan niat
ber. | @ya undang-undang bersangkutan adalah faktor yang menentukan perbuatan-
perbatan yang tidak dilakukan.?

Pasal 26 ayat (I) UU No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrania yang berbunyi :

Setiap jual beli, penukaran, penghibghan dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain ysng dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung
memindahkan hak milik pada orang asing, kepada seorang warga negara
Indonesia yang d.mampmg kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaruan asing atsu kepads suglu badsn hukum, kecusli yang
ditetapkan oleh pemerintah yang termasuk dalam pasal 2 ayat 2 jatuh kepada
negama dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
betiangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak
'dapat dituntut kembali.

Beldasarkm ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960, bahwa hanya

wargs negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas taneh, hak milik tidak

;Ba.-anuuam.Op Cit, hul. 37
| Sudarg)> Gautama, Hukum-Hukum Perdaa [donesia, Jilt Bagian Ketiga, PT. Kinta, Jakarta,

1965 (ﬁdﬂuu&tyudmmkﬁ Sudargo Gautama III), hal. 212-213

{
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dapa‘jf dipunyai oleh oang asing dan pemindahan hak-hak milik kepada orang-orang
aslné dilarang (pasal 26 ayat 2).*

Dalam hubungannya dengan masalah ini, pasal 1338 Burgerlijk Wetbook,
men yai;akan hahwa :

'Semusa persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang
‘bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik
. kembali sclain dengan sepakat kedua belah pihaek, atau karcna alasan-alasan
| 'yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk 1tu. Persetujuan-
| 'persetujuan harus dilakeanakan dengan itikad baik. °

:Pasal 18 A B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving) menyatakan bahwa :
“bentuk daripuda tigp perbuatan ditentkan oleh Undung-Undang dan negars glau

temth, dirzana perbuatan itu telsh dilakukan”. 1°
‘Bedcaitm dengan pasal ini dapat ditemukan pasal 8 Undang-Undang No. 4
tahun ‘1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Beﬂcaitan dengan Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

7~

)Pemberi Hak Tanggungan adalah omng perseorangan atau badan hukum yang
‘mempunyai kewenangan untuk melckukan perbuatan hukum terhadap obyck
Hak Tanggungan yang bersangkutan.

(i!kewenagan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak

. Tanggungan scbagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus ada pada pemberi
‘Hak Tanggungan pada sasat pendaftaran Hak T'anggungan dilakukan.

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tangh Bcwrta Benda-benda yang berksitan dengan Tanah yang menydtaksn bahwa
|

“pemengang hak tanggungan orang perseorangan atau badan hukum yang
berkeldﬁdukm sebagai yang berpiutang”.

‘ ‘s sm
Alumni Bandung, 1978 (uelmmmya dmngkm Sudaxgo Gautama II) halzz
| * Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdats, Pradnya Parmits, Jakarta,
1975, hal 459
10 Sudargo Gantama 11, Op.CH, hal 9

t
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:Pasal 10 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Teanggungan stas

tanat' beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang berbunyi sebagai
( );Pmbcrim\ hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak
|| Tanggungan scbagai jaminan hak pclunasan utang tcrtentu, yang dituangkan di
" | |dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang
| yag bersanglutan atau perjanjian lainnya yang menimbulken utang tersebut.
2) Pembesian Hak Tanggungan dilakukan dengan pemberian Hak Tanggungan
i ioleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apebila obyek Hak Tanggungan berupa hak ates tansh yang berasal dari
" ‘konversi hak lama yang telah memenuhi syamat untuk didaftatkan akan tetapi
pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tangpgungan dilakukan
| bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

4, Tﬂjﬁan Penelitian

‘Secamgarisbesaruﬂisminibertujuan untuk :

1 Unmk dapat mengetahui dan memsahami mengenai penyelundupan hukum
. yang menyangkut hak-hak ates tanah dalam bidang hukum agraris.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dar pada perbuatan orang asing dalam status
tanah yang bersangkutan bila tefjadi jual beli hak milik atas tanah warga
ncgara Indonesia dengan menggunakan nama scscorang WwaIga negara
;Im‘onesis.

5._M¢ﬁde Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Ciri khas dari karya ilmieh adalah corak yang didasarkan pada metode-metode

tcanm dengan suatu maksud dan tujuan agar karya tulis ini dapat
di ‘. jawabksn kebenarannya secara ilmish. Penelitian yang digunakan
dnlnn(a i“pcm:ﬂiﬁlm tesis atau karya ilmiah mi adalah penelitian normatif. Pendekatan

masaiah yang dipergunakan adalah statute approach, yaitu dengan mengkaji hukum
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atau pemmran perundang-undangan ysng berlakudan mempunyai relevansidengan

mateti yang ditulis.

i
i
l

b. Memde Pengumpulan Bahan Hukum

5 Penelitian hukum yang dilakukan melalui tesis ini adalah penelitian hukum
ncmntlvc schingga bahan hukum yang dikumpulkan dalam penclitisn hukum ini
ndnlnlh bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yeng berlaku
yang gmeng,ab.lr atau relevan dengan masalah penyelundupan hukum.

. Selsin buhan hukum primer, jugs dikumpulkan bahan hukum sekunder berups
pend;pat parms sarjans dan berbagai pustaka, untuk menunjang pendekatan masalah
berd%sarkm asas-asas hukum dan teori-teori hukum terhadap konsep-konsep yang
berlaku.

K
c. Te'%milc Pengumpulan Bahan Hukum

s Untuk bahan hukum kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan
huku%n melalui penelitian Literatur-literatur dan peraturan penmdang-undangan yang
terkait‘ Sedang untuk bahan penunjang dikumpulkan dengan cara menggunakan
te ’ wawancam kepada informan, dalam hal ini adalah warga negara Indonesia
yuang bcmuh melak ukun perbuaiun melanggar huk um tersebut.

; \
dT e" nik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

z Dalam pengolahan data yang diperoleh digunakan metode kualitatif, dalam
arti b:ahwa bahan hukum yang diperoleh secara analisa, kemudian disajikan secara
deslcr?ptif yakni disjikan dalam arti apa adanya dengan dusertai umirsien guna

mmg{mgkapksn kebenaran bahan hukum yang diperoleh.

t
}
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6. Sihmaﬂka Penulisan

% Agar supaya mendapatkan suatu gambaran yang memperjelas dan untuk
mmi)amudah para pembaca menelash masalah-masalsh yang menjadi topik dalam
penuh«an im, maka sisteni penulisan telah disusun dalam empat hab yang sejauh
munékm diharapkan dapat menunjang seluruh isi tesis ini.
| 'Adapun sistematikanya adalah scbagai berikut :
Babl i Pendahuluan yang terdin den Alasan pemilihan judul, Tinjauan

pustaka, Tujuan penelitian, Metode penelitian serta sistematika

“ penulisun.
Bab!i?. Proses penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang asing di
i Indonesia di bidang hukum pertanshan yang terdii dari Pembuatan
perjanjian hutang piutang antara wargs negara Indonesia dengan orang
asing, Hak Atas Tanah, Hubungan penyelundupan hukum dengan
ketertihan umum dan hak-hak yang telah diperoleh serta Unsur-unsur

Penentu Adanya Peenyelundupan Hukum oleh Orang Asing

Bab III . Hukum yang berlaku dalam akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara

warga negara Indonesia dengan omang asing dibidang Hukum Agraria
yang terdiri dari Akibat Hukum Terthadap Akta Pengakuan hutang

anturs Wurgs Negurw Indonesia Dengan Orung Asing, Pilihen Hukum

Oleh Para pihak Sebagai Titik Paut Penentu Mengenai Hukum Yang
Berlaku serta Hukum Yang Berlaku Bila Tidak Ada Pilthan Dalam
Akta Pengakuan Hutang

Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran
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BABII
PROSES PENYELUNDUPAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG ASING DI INDONESIA DI BIDANG

HUKUM PERTANAHAN

‘ Jual beli tanah menurat KUH Perdata, adalah merupakan perjanjian dalam
mana pihak yang satu (penjual) mengjkatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas
tanah kepada pihak yang satu lagi (pembeli), dan pihak pembeli membayar harga
tanah yang telah disetujui bersama. Jadi hak atas tanah sendin belum beralih pada
saat‘ jual beli itu berfangsung. Sedangkan jual beli tanah menurut Hukum Tanah
sckarang ialah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan (anah  yang
bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk sclama-lamanya pada saat mana
pihak pembeli menyerahakan harganya kepada penjual. Jadi pada saat jual beli itu
hak Eatas tanah itu langsung beralih dari penjual. Jadi pada saat jual beli itu hak atas
tanah itu langsung beralih dani penjual kepada pembeli.!!

Dalam jual beli hak milik atas tanah yang melibatkan orang asing di

Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai benkut:

1. ?embuatnn “Perjanjlan Hutang Plutang “antara Warga Negara Indonesla
i
@an Orang Asing.
Dalam perjanjian hutang piutang ini menganut asas kebebasan berkontrak,

dimana asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

' " iffendi Perangin, SH. Perta
Jakaxta,l986.haL73

Agraria, CV.Rajawali,
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menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
m&ang-tmdang bagi mereka yang membuamya”.

: Dalam pasal 258 Rbg/224 HIR, menyatakan :

(1; Surat asli daripada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan Notaris

. di Indonesia dan memakai perkataan “Atas Nama Keadilan dikepalanya,

I kekuatannya gsama dengan surat Putusan Hakim

Dan ketentuan ini dapat dikemmkakan bahwa pegjanjian hutang piutang
adalah merupakan suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Dimana Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta authentik mengenai semua
peljbuatan, petjanjian dan ketenmuan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
dlau dikchendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suaty akta
aut’hcnhk Dengan ini menjamin kebenaran tanggalnya, salinan dan kutipannya,
senfunnya itu sejauh pembuatan akta-akta itu oleh undang-undang tidak juga
ditlgaskan kepada atau dikecualikan untuk pejabat-pejabat umum lainnya. Hak milik
yar}ﬁg sudah ada itu, bisa beralih kepada pihak lain, bisa juga dialihkan oleh pemulik
M kepada pihak lain. Peralihan pemilikan itu mungkin disebabkan oleh karena
suatu perbuatan hokum yang sengaja dilakukan untuk memindahkan Hak Milik dan
pcmlik kepada orang lain atau sebab peristiwa hokum, khususnya kematian. Kedua
sudul tersebul adalah ditinjau dari sudut pemiliknya.

Tetapi soal ini bisa juga ditinjau dari sudut orang yang memperolch atau
ynﬁg mcnenm Dengan dilakukanya satu perbuatan hukum tertentu, misalnya
det;lgan jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Dalam hal yang demikian,
“pemilikan” terjadi pada waktu pemilik semmla) masih hidup. Bisa juga perbuatan

hukum itu dilakukan oleh pemilik pada waktu masih hidup, tetapi terlaksana, setelah

{

i

- "Wantjk Saleh, Loh Cit

i
i

10
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ia meninggal dunia, yaitu yang disebut “hibah wasiat” (istilah UUPA : “memberikan

dchgan wasiat”) atau legaat. Dalam hal legaat ini, maka peralihan pada pihak lain it
lcqaxh scielah pemilik meninggal dunia. Legaat dibuat oleh pemilik pada waklu ia
ma'mh hidup. Sedangkan memperolch hak milik karcna warisan harus dibedakan
dengan “hibah wasiat”, baik karena warisan ifu terjadi tanpa wasiat (pewarisan tanpa
WaLiat = pewarisan intestato). Peristiwa yang menyebabkan pindahnya hak milik
dan yang meninggal dunia kepada ahli wansnya, terjadi setelah pemilik meninggal
dm})ia.

Disini dapat dilihat bahwa kepada Notans diberikan kepercayaan yang
begitu besar, schingga akta yang dibuaya merupakan akita authentik yang
nﬁnbm'kan bukd yang serpuma kepada para pihak.

Dalam UUPA diperinci tentang apa saja yang diartikan dengan perbuatan-
perbuatan yang termasuk dalam pengertian “memindahkan hak milik”, yakni jual
beh, penukaran, pengibahan dan pemberian dengan wasiat. Perbuatan-perbuatan ini
dct;gm sengaja dimaksudkan oleh sipelaku untuk memindahkan hak milik kepada
omﬁg lain. hal ini jelas-jelas bertentangan dengan bunyi pasal 21 ayat (2) UUPA,
karena secara sengaja orang asing dan orang Indonesia telah membuat suatu
pcrjanjian hutang piutang dengan maksud untuk memindahkan hak milik atas tanah.

Perjanjian Hitang Piutang yang dibuat dengan itikad tidak baik dalam
pc@cﬁm tanah dengan warga negara Indoncsia olch orang asing jelas-jelas
bextentnngan dengan Undang-undang Pokok Agraria, sebab menjurus kepada adanya
uns\n‘-unsm‘ penyelundupan hukum.

’ Sudargo Gautama dalam bukunya Hukum Perdata Intemasional Hukum

yang Hidup mengatakan, bahwa dalam praktek schari-hari sebagai seorang

pengacara’konsultan hukum, banyak orang asing menginginkan untuk memperoleh
‘ 11

Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing ... Inge Sofyan



Tesis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

tanah di Bali dengan jalan membeli. Untuk dipakai sebagai rumah pernstirahatan
nm&pun hotel-hotel dan lain scbagainya. Telah diberitahukannya bahwa untuk hal

!
yanjg demikian tidak diperbolehkan Undang-undang Pokok Agraria. Temyata orang
a.su‘lng ini tclah melakukan cara “dengan meminjam nama” dari scorang sahabatnya
omihg Bali. Atas nama kawan Bali itulah dibelinya tanah yang diinginkannya itu.
Ker:mdnan ia menghendaki agar supaya orang Bali itu diikat dengan suatu surat
pmjaman uang tersebut. Tanah bersangkutan digadaikan kepada pihak warga negara
asi:;g atau kawan Bali yang dipercayainya atau dengan cara lain yaitu dengan
mengadakan sewa yang masa waktunya panjang sekali dengan cara tidak dibatasi
waknmya.”

| Seperti apa yang (elah dikemukakan oleh Sudargo Gautama tidak lain
adalah syarat pengakvan hutang piutang yang tclah dilakukan dihadapan Notaris dari
seomng watga negara Indonesia kepada warga negara asing yang merupakan suatu

hal yang disebut dengan “Penyelundupan Hukum “.

2 fglflakAtasTanah

| Hak-hak atas tanah adalah hak-hak vang membeni wewenang kepada
sicn'ipunya hak untuk berbuar sesuaru dengan tanah. Isi dari tap-tiap hak atas tanah
ialaI; kewajibankewajiban ferientu, wewenang-wewenang iericntu dan  larangan-
la.m&gan tertentu. Tiap-tiap hak atas tanah pada umumnya mempunyai rangkaian
dan‘kada ketign hal torsebut (kewnjiban-kewnjiban, wewenang-wewenang dan
lam;gan-laxmgan tertentu).

Hak-hak atas tanah ada 2 macam yaitu : yang masih berupa lembaga

hukum, misalnya : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain.

* Sudargo Gautama I, Loc.Cit i

|
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Hak atas tanah pada umumnya berisi tentang kewajiban-kewajiban tertentu,

chmmg —wewenang tertentu dan larangan-larangan tertentu.

Macame-macam hak atas tanah yang dikenal dalam Hukum Tanah sckarang

ini adalah :

l. a. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak
| Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Tanah Bangunan, Hak Pengelolaan
~ b.Hak atas tanah yang bersifat sementara : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil,
Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
2. Hak tanggungan (sementara : Hipotik dan Crediet Verband).
3. Hak Agratia Lainnya yaim Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Guna

Ruang Angkasa, Hak Menguasakan Hutan, Hak (Kuasa) Pertambangan

.‘ Dalam hak-hak atas tanah dibedakan menjadi 2, yaitu Ilak atas Tanah
socnm Fisik dan Hak atas Tanah secara Yuridis.

Hak atas tanah secara fisik adalah hak atas tanmah yang memberikan
we%vermg kepada yang berhak atas tanah untuk mempergunakan/mengambil
nm;lﬁatdaﬁwnahim.

§ Hak atas tanah secara yuridis adalah hak atas tanah secara tertulis atau
m:‘humt perundang-undangan yang berlaku.

| Hak-hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah,
Hak Milik, Ilak Guna Usaha dan Ilak Guna DBangunan, scdangkan pembebanan
pada Hak Pakai atas tansh Hak Milik aken diatur lebih lanjut dengan Peraturan
o

| Dalam hal orang asing yang telah membeli tanah di Indonesia dengan jalan
memmam nama orang Indonesia, dan karena orang asing adalah Pemegang Hak

‘langgungan, orang asing ini tidak berhak menguasai obyek (tanah) secara fisik
13
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ka';ehaim ia tidak dapat mempergunakan/mengambil manfaat dari tanah itu. Namun

-
dalam praktik atau kenyatannya orang asing itu temyata menguasai obyek (tanah)
|

sccara fisik. Menurut pasal 21 ayat (1) UUPA orang asing tidak bolech mempunyai
k milik atas tanah di Indoncsia dan jika hal ini torjadi yaitu orang asing telah

andApA(HakNﬁlikntastmahdiIndonesiaymgdﬂakukmdengmcam
|

pehyelundupan hukum, orang asing tersebut harus mengalihkan (menjual atau
ninghibahkan/melepaskan) hak atas tanah ttu dalam waktu satu tahun terhitung
wj;.k terjadinya kejadian yang menyebabkan ia memperoleh hak itu.

: Dan jika pengalihan hak itu tidak dilakukan oleh orang asing tersebut, maka
akijbat hukumannya adalah haknya hapus demi hukum dan tanah yang diperolch itu
xmnjadl (anah ncgara bebas.

| Orang asing sclaku pemegang Ilak Tanggungan hanya bolch menguasai
mﬁahsecmyuﬁdissepezﬁymgteﬁuangdalampasaIGUUHakngg\mgnn:

; “Apabila debitur cidera janji, permegang Hak Milik Tanggungan pertama
rminpunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendin
mo!alui pelanggan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
peiluualan tersebut”.

1

'

3. Hubungan Penyelundupan Hukum dengan Ketertiban Umum dan Hak-Hak
ya;ng telah diperoleh.

l Sudah diketabui bahwa kelompok-kelompok perkara tertentu yang
men!gandung ungur asing. Hukum Perdata Intemasional Indonesia menunjuk
dibei;iakukamtya sesuatu hukum asing lewat ketentuan-ketentuan penunjuk. Hal ini
dilakifukm, apabila didalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapi, dianggap

lebih adil, lebih tepat jika hukum asing yang bersangkutan yang diterapkan. Ini
; 14
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memang sesuai dengan fungsi Hokum Perdata Intemasional yaitu untuk menemukan

dan' menerapkan Hukum Perdata tertentu, apabila hubungan-hubungan Perdata
memperdihatkan  unsur-umsur asing. Hukum Perdata tertentu (adi mungkin  Hukum
Nasional, mungkin pula Thikum Asing. IInkum Asing yang berlaku itu sudah tentu
tldnk mutlak dapat diterapkan!. Apabila Hukum Asing itu bertentangan dengan
kaidLh-kaidah Hukum nasional, maka Hukum Asing tidak akan diterima.* Hal ini
adalﬁh bertentangan dengan “Ketertiban Unmim” di Indonesia.

" Ketertiban Urmm ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan
Penyelundupan Hukum, ini disebabkan karena nyatanya kedua lembaga hukum ini
mempunyai tujuan yang agak bersamaan. Kedua-duanya pada hakekatya bertujuan
uniuk melaksanakan Hukum Nasional sendir dengan mengesampingkan Hukum
Asing. Pada Kotertiban Umum ini Ilukum Perdata Infomasional negara sang [lakim,
dxkesnzq:nngknn karena dipandang bertentangan dengan ketertiban umum itu. Juga
pada penyelundupan hukum dapat disaksikan hal yang sama. Hukum Asing
diny:;takaxl tidak berlaku karena dipandang sebagai penyelundupan hukum. Disinilah
tatmak adanya titik-titik persamaan. Kedua-duanya ini merupakan pengecualian
tethadap pemakaian Hukum Asing guna kepentingan Hnkum Nasional. Kedua-
duanya hendak mempertahankan Hukum Nasional terhadap kaidah-kaidah Hukum

Wigjono Prodjodikoro, telah mengemmikakan dalam hubungan ini bahwa
kedua-duanya (ketertiban umum dan penyelundupan hukum) bertujuan untuk

menjunjung tinggi suatu peraturan Hukum nasional.’

s
| ™ Ojasadin Sumgih, Duser-tiuer hukurn Perdas Injemsonal, Jilid 1, Aluse, Bandung 1974,

. Wirjono Projodikoro, Op Cit, hal 58
; 15
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| Akan tetapi disamping persamaan ini, terdapat pula perbedaan-perbedaan.
Dalam mempergunakan lembaga ketertiban umum untuk menghindarkan beriakunya
kacdah asing karena pemakan dari yang belakangan ini dengan sendininya, jadi selalu
akan bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan moral bangsa sendin.
Sebfaliknya Hukum Asing yang dikesampingkan karena diperlakukan lembaga
penjg,'elundupan hukum, akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu
boléh dipergunakan Hukum Asing itu. Hanya dalam hal-hal khusus sekarang ini
kaidhh-kaidah asing tidak akan dipergunakan, karena hal ini telah dimungkinkan oleh
suatil cara yang tidak dibenarkan.

 Witjono Prodjodikoro, menjelaskan sebagai berikut : Perbedaan antara
kcw}tliban umum dan penyelundupan hukum ialah bahwa dalam hal yang pertama ini,
pada{t umumnya suatu Ilnkum Nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam hal
yang% disebut belakangan ini, tetap berlakunya Hukum Nasional itu dianggap tempat
suatil peristiwa tertentu saja, yakni oleh karena kimi ada seorang yang untuk
mcnéiapat berlakunya Hukum Asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat
menghindarkan pemakaian Hukum Nasional ifu.'® Suatu contoh dapat dikermikakan
mﬁenax Ketertiban Umum ini sebagai berikut :

]i Dihadapkan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pemah diajukan perceraian
olch’i scorang penggugal warga negara RRC terhadap suaminya yang juga warga
ncga?ra RRC. Morcka hendak memakai ketentuan ini dalam Undang-Undang
Penk%;vvinm dan Perceraian RRC yang baru, yang membenarkan para pihak boleh
bercel:rm afas dasar pemetujuan bersama (consentement mutual). Mereka

m:néendahkan bahwa kedua belah pihak sekarang sudah mufakat untuk bercerai

' Ibid, hal. 59
16
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sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perceraian ini, seharusnya
mereka diputuskan telah berceral. Bagaimana sikap Pengadilan Neger di Jakarta ?.
mﬁym hakim tidak membenarkan hal ini.

| Memang Indoncsia menganut prinsip nasionalitas dan dengan demtkian
mengakui bahwa untuk perceraian dasi wargs negara RRC, hukum perceraian RRC
lah yang akan diperlakukan oleh hakim di Indonesia. Akan tetapi dalam hal sekarang,
temyata hukum dan RRC yang mengatur soal perceraian berdasarkan persetujuan
betsi'an-a tidak dapat diperflakukan. Ketentuan ini dikesampingkan oleh pengadilan di
Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang
bcﬂ;ku bagi para pihak jika mercka tunduk dibawah B.W. ini, maka secara tegas
perkawinan Gidak dapat diputus dengan cerai berdasarkan perselujuan  bersama
amtara para pihak belaka. Ketentuan inilah dianggap bermsifat Ketertiban Umum dan
hm'ub tetap diperlakukan. Walaupun para pihak menyetujui untuk memakai ketentuan
dalain Undang-Undang RRC, hakim tidak dapat membenarkan hal ini. Maka yang
dipaitai adalah hukum dan sang hakim sendin dimana terdapat ketentuan yang
mclainng suatu perceraian berdasarkan perkawinan bersama.'’

: Penyelundupan hukum ini dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan
hak-hak yang telah diperoleh. Mengenai hak-hak yang diperoleh ini dipergunakan
umuik mengedepankan bahwa perubahan fakia-fak(a atau keadaankeadaan hukum
yang; menycbabkan terhadap scsuatu hubungan hukum diperakukan suatu kaidah
hukum tertentu, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah semmla. Suatu contoh

dapaf dikemukakan bilamana menurut ketentuan dari sesuatu negara tidak

dipetbolehkan perceraian, tetaps warga negara bersangkutan kemmdian merubah

v Sudargo Gautama, Masals
Bandung, 1984 (Selanjutnya disingkat Sudargo Gautama VII) hal 9~10
17
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kmemm dengan jalan naturalisasi, apakah status yang baru ind
nmnpcngaruhi hukum yang menurut hukum asalnya berlaku bagi perkawinannya.
Dmampmg pemoalan penyelundupan hukum yang sudah dibahas diatas, contoh imi
m:pcﬂﬂmtkan pula scgi-scgi  hak-hak yang telah diperolch. Ilubungan
penj%'elundupm hukum dengan hak-hak yang telah diperoleh, akan nyata tampak
bahvéva justru penyelundupan hukum ini adalah bertentangan dengan hak-hak yang
tclalll diperoleh. Pada yang pertama imi kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan
huk‘ilm nasional yang dipergunakan. Tetapi pada yang disebut terakhir ini justru hak-
hak yang diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh Hukum Nasional
sendini.
Hak-hak yang diperoleh imi apabila  dihubungkan dengan keiertiban umum
Juga mempunyai kaitan yang crat pula. Ketertiban urmim merupakan suatu dasar kuat
\mtuk melakukan Hukum Perdata nasional sang hakim padahal menurut kaedah-
kaedah Hukum Perdata Intemasional sang hakim sendid, kaedah Hukum Perdata
Asmg yang harus dipergunakan. Ajaran “hak-hak yang diperoleh” justru hukum asing
mllah yang diakui dan dipergunakan. Suatu contoh dapat dikemukakan, seorang Arab
yang beragama Islam dan berada disalah satu negara Arab mempunyai 2 (dua) orang
istﬁ,‘l;kcnmdian dia pergi ke negara Perancis. Disana ia menikah lagi dengan scorang
wamlid asal Prancis dan kermudisn mendapat anak-anak dari istrinya itu. Bagaimana
wntahg status anak-anak toerscbut dan bagaimana status dan istri-istri itu menurut
hukum.
| Kaedah-kaedah Hukum Perdata Intemasional Arab berdasarkan atas prinsip
nasionalitas, oleh karena it Fukum Perdata Negeri Arablah yang berlakn. Menurt
Hukum Perdata ini poligami sampai 4 (empat) istri diperbolehkan. Akan tetapi seperti

diketahui di Perancis berdaku asa monogamy yang merupakan sesuatu yang dianggap
18
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termasuk bidang ketertiban umum Intemasional. Konsekuensi dari pada prinsip

ketertiban unmm ialah bahwa kacdah-kaedah Perancis tentang monogamy yang harus
chp;dakukm Hal ini berari bahwa perkawinan yang kedua dianggap tidak sah
dcnéam scgala akibat daripadanya. Juga anak-anak dari perkawinan kedua dianggap
udak sah. Sikap pelaksanaan Hukum Perancis adalah menyatakan, bahwa perkawinan
yang telah berdangsung secara sah di negara Arab tetapi diakui sah di negara Perancis
kamna tak lain dan tak bukan berdasarkan kepada pengakuan prinsip “hak-hak yang

telah dipenuhi”.'®

4. Unsur-unsur Penentu Adanya Peenyelundupan Hukum oleh Orang Asing
Perjanjian antara warga Negara indonesia dengan Orang Asing yang dibuat
dengan itikad tidak baik bertentangan dengan UUPA.
| Dibidang hukum Tanah pada masa penjajahan Hindia belanda, titik berat
dilet‘iakkan atas perbedaan dalam golongan rakyat. Bahkan sejalan dengan pembagian
gologngan rakyat tertera dalam pasal 131 jo 131 pasal 163 IS, telah diadakan pula
pcnlivagim dalam tanah-tanah menurut golongan-golongan rakyat itu. Misalnya
terdapat tanah-tanah Eropa (yakni tanah-tanah yang terdaftar pada kantor kadaster)
tang,takluk pada hukum perdata barat dan tanah-ianah Indonesia (yakni tanah-{anah
adat, yang takluk dibawah hukum adat) dan juga tanah<anash Tiongha (scperti
msainya Larderijenbezitsroccht).
| Untuk mengatur hubungan lalu lintas mengenai tanah yang beraneka ragam
ind, dxadakm oleh pembuat undang-undang peraturan-peraturan khusus, antara lain

“Larangan pengasingan tanah” (Grondvervreemdings Verband. Stb 1875 No. 179)

- " Sudargo Gautema, Hi siona esig, Jilid Kedua Bagian Kesmpat,
P’I’Kmia.]akaﬂa, l%s(SdmmmdxmnglcatSudargonmVIH) hal.182
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yané oleh beberapa sarjana hukum dianggap demikian adanya sehingga merupakan
ﬁmc;lamen dard pada seluruh Hukum Agraria Hindia Belanda.

- Sctelah pembual Undang-Undang nasional menciptakan Pokok Perundang-
Un Ihikum Agraria yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria,
UUéNo. 5 tahun 1960 No. 104) telah dilepaskan keanekaragaman yang didasarkan
kep;da penggolongan rakyat ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
hmrifa satu macam Hukum Agrana yang bedaku untuk Indonesia. Yang dikenal
hanya satu macam hukum untuk tanah-tanah yang berada didalam wilayah republik
Md(;nesi& ‘'lidak ada lagi dualisme dibidang hukum tanah. Seluruh tanah takluk pada
rcsmi hukum yang sama. Yakni hukum adat scbagai originil.

’ Disamping itu (clah dilepaskan pula larangan Pengasingan Tanah yang
diaa#xdarkan kepada pembagian kepada golongan rakyat menurut sistem hukum jaman
Himjﬁn belanda itu. Seperti diketahui dalam Grond vervreemding itu dinyatakan
bah‘%va adalah tidak mmngkin bagi pihak golongan rakyat Indonesia untuk
mengasingkan tansh miliknya (yakni tansh-tanah Indonesia), tanah-tanah dengan
hak-hak adat kepada pihak yang bukan dari golongan rakyat Indonesia.

: Jika diterapkan dalam alam kemerdekaan, larangan pengasingan tanah itu
berarti bahwa sebagian orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia (yakni
m:n:’ka yang menurut sislem warisan jaman kolonial dimaksudkan dalam golongan
raky’:at Lropah atau Tirmr Asing), tidak akan dapat memperolch tanah milik sccara
penénsmgxm dari seorang yang termasuk warga negara Indonesia asli. Menurut
pera‘turan tanah dari jaman kolonial ini diadakan perbedaan-perbedaan perlakuan
anta:a fesama warga negara (Sesama warga negara Indonesia). Hal ini disebabkan
kareltm ukuran yang dipergunakan dalam stb. 1875 No. 179 itu, adalah sesuai dengan

aliran masa waktu itu golongan rakyat dan bukan nasionalitis.
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‘letapi, kini sudah nyatalah bahwa ukuran sedemikian tidak dapat
dipéﬁahankan. Dengan perubahan keadaan, maka dianggap perfu untuk
mmghapuskm adanya perbedaan antara sesama warga negara yang disandarkan atas
pcnggolongan rakyat. Akan tetapi disamping itu dipandang periu untuk mengadakan
pen:‘batmm secra tegas antara warga negara Indonesia disatu pihak dan orang dilain
piha‘lk. Dengan demikian, kini pembedaan perkenaan dengan hak-hak atas tanah
diaciakan antara warga negara Indonesia dengan orang asing. Hanya kepada warga
ncg;ira dapat diberi hak-hak atas tanah tertentu (hak milik, hak guna bangunan),
kepzida orang asing hanya dapat dibenikan kesempatan untuk memperoleh hak-hak
yané terbatas, seperti hk pakai dan hak sewa.

| Lain daripada itu dianggap periu untuk mencegah agar supaya lanah-lanah
dengan hak-hak tertentu tidak jatuh ketangan orang asing. Sccara tegas ditentukan
bahwa setiap pengasingan tanah kepada orang asing menurut hukum batal adanya
(pasal 26 ayat 2 UUPA). Dalam pasal ini dikemukakan bahwa tidak diperbolehkan
untuk memindahkan hak milik kepada orang asing dengan jalan jual beli, penukaran,
penélﬁbahm pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain  yang
dinﬁksudkan untuk langsung atau tidak langsung untuk memindahkan hk milik.
Temyata bahwa apa yang termmasuk pengertian vervreemding menurut konsepsi-
konsepsi lama yang dijadikan pegangan oleh pembual Undang-Undang Pokok
Agr&ia. Perummsan yang serupa pemah terdapat pula dalam perundang-undangan
agml;'ia yang lama, yakni larangan pengasingan-pengasingan tanah, Stb. 1875 No.
179 Bedanya ialah bahwa peraturan yang disebut terakhir ini bekerja dengan paham
goloihgan rakyat, sedangkan dalam UUPA kewarganeagraan yang menjadi ukuran.
‘ Jika diadakan perbandingan lebih jauh antara ketentuan yang lama dan

peraturm yang baru, nampaklah bahwa yang belakangan ini lebih sempma adanya.
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Perunmsan yang dipergunakan dalam UUPA lebih terang dan lebih baik daripada
rumusan dalam Iarangan pengasingan tanah. Dalam UUPA lebih terang dan lebih
bdlk taripada rumusan dalam larangan pengasingan (anah. Dalam UUPA diperinci
tcntang apa saja yang diartikan dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam
pen!gemnn “ memindahkan hak ilik”, yakni jual beli, penukaran, penghibahan,
penfbedan dengan wasiat. Perbuatan-perbuatan ini dengan sengaja dimaksudkan oleh
si pelaku untuk memindahkan hak milik kepada orang lain. Tetapi disamping ifu
dia@p pedu untuk menyebut pula perbuatan-perbuatan yang secara tidak sengaja
mcvivujudkan pula peralihan hak, perbuatan-perbuatan ini adalah pewarnisan tanpa
msiag percampuaran  harta  karena perkawinan atau  kehilangan  stats
kcwimgmcgmam Republik Indonesia.  Perbuatan-perbuatan  yang  secara  tidak
discngaja ini mengakibatkan peralihannya hak milik kepada orang asing adalah
pcrbiuntnn-perbuatan yang terlarang. Hal ini dapat disimpulkan darn ayat kedua pasal
26 iUUPA. Perbuatan-perbuatan ini tidak dengan sendirinya batal menurut hukum
Dari! susunan kata-kata yang dipergunakan dalam pasal ini dapat disimpulkan adanya
suattil ketentuan yang tidak tertulis, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara tidak
sengiaja mewujudkan peralihan hak milik atas tanah tidak terlarang adanya.

; Akan tetapi perjanjian yang dibuat dengan atikad tidak baik dalam pembelian
wnah dengan warga negara Indonesia oleh orang asing berientangan denga Undang-
Undang Pokok Agraria. Scbab menjurus kepada adanya unsur-unsur penyclundupan
e

1 Sudaigo Gautama dalam bukunya Hukum Perdata Intemasional Hukum yang
hidu?p mengatakan bahwa dalam praktik sehan-han  sebagai  seorang
penn%acara/konmltan hukum, banyak orang asing menginginkan untuk memperoleh
tanah di Bali dengan jalan membeli, untuk dipakai sebagai rumah peristirahatan
22
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nmpun hotel-hotel dan lain sebagainya. ‘lelah diberitahukannya bahwa untuk hal
yang demikian tidak diperbolehkan Undang-undang Pokok Agraria. Temyata orang
asing ini (elah melakukan cara “ dengan meminjam nama” dan scorang sahabatnya
orang Dali. Atas nama kawan Dali itulah dibelinya tanah yang diinginkannya itu.
Kemndmn ia menghendaki agar supaya orang Bali itu ditkat dengan suatu surat
pm_p‘armn uang dihadapan Notaris dan Notaris di Bali bemedia membuat surat
puu;'aman uang tersebut. Tanah bemangkutan digadaikan kepada pihak warga negara
asin?g atau kepada kawan Bali yang dipercayainya, atau dengan cara lain yaitu dengan
rmnéadakan sewa yang masa waktunya panjang sekali dengan cara tidak dibatasi
w&ﬁnya.

: Seperti apa yang iclah dikemukakan diatas oleh Sudargo Gaulama, tidak lain
adal;ah syarat pengakuan hutang piutang yang tclah dilakukan dihadapan notaris dari
seorimg warga negara Indonesia kepada warga negara asing yang merupakan suatu
hal yang disebut dengan “ Penyelundupan Hukum”.

Karena temyata petjanjian hutang piutang itu bedatar belakang untuk
m@croleh hak pemilikan atas tanah di Indonesia dengan itikad yang tidak baik.

| Penyalahgunaan perjanjian hutang piutang ini secara formal diketahui oleh
nomis, karena notarislah yang membuar perjanjian tersebut. Secara materiil
nolai‘ispm hendaknya harus mengetahui perbuatan ini disengaja atau tidak, kalau
diacrgagaja apakah pecrbuatan terscbut mempunyai suatu tujuan yang tidak baik atau
perbuatan itu sama sekali tidak bertujuan apa-apa, dengan kata lain tujuannya adalah
bettu_]uan baik (to geode trouw). Hal inilah yang harus secara jeli dilihat oleh notaris
yang akan membuat suatu perjanjian hutang piutang antara warga negara Indonesia
denean orang asing, dimana ikut dijaminkan sebidang tanah kepunyaan warga negara

Indonesia tersebut. Jika teadi hal semacam itu, dengan sendirinya jelas perbuatan itu
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adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan perbuatan

pcn}i'"ciundupan hukum

a. Ti’cnyalahgunaan Akta Pengakuan Hulang dalam Prakiek untuk Pembelian Tanah
%olch Orang Asing.

Pasal 258 Rbg/224 HR, menyatakan :

@) |

1
a
i
i
*
i
|
i
i
:

- Surat asli daripada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan
notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan atas nama keadilan
dikepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim”.

Dari ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa surat hutang piutang adalah
mcnipakan suatu akta authentic mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketentuan
yang diharuskan olch scsuatu peraturan umum  atau  dikchendaki oleh  yang
bcrki@pcnﬁngan agar dinyatakan dalam suatu aktc authentic. Dengan ini menjamin
kebeinnmn tanggalnya, menyimpan katanya dan memberikan grosse, salinan dan
kuﬁ;;annya, seranya itu sejauh pembuatan akta-akta itu oleh undang-undang tidak
juga idite:gaskan kepada atau dikecualikan untuk pejabat-pejabat umum lainnya.

‘ Disini dapat dilihat bahwa kepada notaris diberikan kepercayaan yang begitu
besar sehingga akta yang dibuatnya merupakan akta authentic yang membernkan
bukti yang sempuma kepada para pihak.

g Kepercayaan yang begitu besar diberikan kepada notaris, oleh karena lembaga
nouiiat menurut scjarahnya amat crat hubungannya dengan lembaga peradilan,
sehitlgga dalam pelayahan hukum, lembaga notanat dianggap cukup penting
keWnya. Dengan memproduksi surat-surat bukti yang terpercaya yang dapat
diam;alkan mengenai  perbuatan-perbuatan  dan  perjanjian-pegjanjian  yang

dikeﬁmdaki oleh yang berkepentingan, maka lembaga notariat dalam proses

{
J
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pemﬁilan sedikit banyak telah memberikan kemmdahan dalam mencan kebenaran
dala?mprosesim.

I Pedu dikermukakan disini, bahwa kepercayaan yang begilu besar, yang
d:bénkan kepada notaris dapat dipaka: scbagai ukuran, bahwa jabatan notans itu
adal;ah jabatan yang amat penting atau berbobot, sehingga jabatan notaris adalah
jaba;an yang tanggung jawabnya amat berat. Hal yang sedemikian itu perfu ditmbangi
oleh notaris itu sendiri dengan sikap yang bangga nammn rendah hati dan tindakan
yang serins dan positif dalam menjalankan tugasnya, oleh karena menyadad
sepenuhnya tentang kedudukannya yang amat penting itu, sekalian ikut berpartisipasi
demi tercapainya pembangunan dalam bidang hukum dan sekaligus menjamin
lcmaipainya kepastian hukum

Akan totapi dalam masa pombangunan hukum inmi notaris masih tetap

m@emhmm pendapat bahwa notaris sebagai pejabat unmm sesuai dengan
prak%teknya sckarang, hanya wajib mencatat apa yang secara formal diajukan oleh
para’ pihak dengan lain perkataan seorang notans selama ini tidak perlu mensaukan
kebenaran materiil dari hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Kalau diperhatikan
bahvi/a suatu akta authentic mempunyai kekuatan bukti yang sempuma, maka hal ini
tidal'( dapat dibenarkan.
E | Scorang notaris wajib memperhatikan kebenaran materiil dan isi suatu akla
authiénﬁc bahkan wajib momberikan penyuluhan hukum dan  kalau  perdu
wm para pihak bahwa apa yang mereka inginkan adalah merupakan
penyfelundupan hukum.

Dikatakan oleh Sudargo Gautama, bahwa dalam prakteknya sehari-han

scba‘gai seorang  pengacara/konsultan  hukum,  banyak orang  asing

nm&ihginkzrmmemleh tanah di Bali dengan jalan membeli, untuk dipakai sebagai
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mmah peristirahatan maupun  hotel-hotel dan lain  sebagaimya. ‘lanah
diberitahukannya bahwa untuk hal yang sedemikian tidak diperbolchkan Undang-
Um;dng Pokok Agraria. Temyala orang asing ini (clah melakukan cara dengan
mcn’lnjam nama” dari scorang sahabatnya, orang DBali. Atas nama kawan DBali itulah
dibeélinya tanah yang diinginkannya itu. Kemudian ia menghendaki agar supaya orang
Bali% itu diikat dengan surat-surat pinjaman uang tersebut. Tanah bemangkutan
“digihdaikzm"’ kepada pihak warga negara asing atau kepada kawan Bali yang
dipe‘zrcayainya.

i Sepertinya apa yang telah dikemukakan diatas Sudargo Gautama, tidak lain
adali:lh gyarat pengakuan hutang piutang yang telah dilakukan dihadapan notaris dari
scm-;ng warga negara Indonesia kepada warga negara asing yang merupakan suatu
hal }ang discbut dengan penyelundupan hukum Karcna temyata hutang piutang itu
botlatar belakang untuk memperoleh hak pemilikan atas tanah di Indonesia.

| Penyalahgunaan perjanjian hutang piutang ini secara formal diketahui oleh
notaﬁs, karena notarislah yang membuat penanjian tersebut. Secara materiil
nom%spun hendaknya harus mengetahui perbuatan ini disengaja atau tidak. Kalau
disenigaja apakah perbuatan tersebut itu mempunyai suatu fujuan yang tidak baik
ataukah perbuatan itu sama sekali tidak bertujuan apa-apa, dengan kata lain tujuannya
dddldh bertujuan baik ( to geode trouw). Hal inilah yang harus secara jeli dilihat olch
nowx-is yang akan membuat suatu perjanjian hutang piutang antara warga nogara
Indoﬂesm dengan orang asing, dimana ikut dijaminkan sebidang tanah kepunyaan
watgé negara Indonesia tersebut. Jika terjadi hal semacam itu, dengan sendirinya jelas
perbuatan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan

“Perbuatan Penyelundupan Bukum”,
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BAB 111
HUKUM YANG BERLAKU DALAM AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG
DIBUAT ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN ORANG

ASING DI BIDANG HUKUM AGRARIA

1. Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Antara Warga Negara
Indonesia Dengan Orang Asing

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur/tata cara mengenai Akta pengakuan
Hutang antara warga negara Indonesiaa dengan orang asing termasuk pula dalam
hukum perikatan pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata dalam buku IIL
Buku Il KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak dapat membuat
perikatan lain daripada yang diatur dalam buku II terscbut. Dengan kata lain, buku
I KUH Pordata menganut asas kebobasan berkontrak dimana asas ini dapat
distmpulkan dant pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa “semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya”.

Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal 1338 KUH Perdata tidak lain dani
pada pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian para pihak leluasa untuk membuat perjanjian-perjanjian
dalam bentuk apa saja, asal tidak meclanggar ketertiban umum dan kesusilaan scrta
setiap orang dimungkinkan untuk membuat perjanjian yang diadakan antara warga
negara Indonesia dengan orang asing.

Sesuatu perjanjian itu lazimnya dianggap sah dalam arti sudah mempunyai
akibat hukum apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari

perjanjian itu, yaitu mengenai barang dan harga. Dengan kata lain perjanjian itu lahir
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sejak detik tercapainya kata-kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak

diperlukan formalitas. Asas konsensualitas dalam hukum perjanjian disimpulkan
didalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk
sahnya suatu perjanjian yaitu scpakat mercka yang mengikatkan diri.

Sebagai kekocualian terhadap asas konscnsualitas itu adalah apa yang
dikenal dengan perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil adalah suatu
perjanjian untuk mana undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian itu, harus
ada suatu bentuk atau formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapai,
dengan ancaman batalnya perjanjian ifu.

Dalam pengertian batal demi hukum bila ketentuan-ketentuan undang-
undang tidak dipenuhi oleh para pihak. Sebagai contoh dani perjanjian formil vaitu
perjanjian hibah benda tidak bergerak (pasal 1666 KUH Perdata), dimana perjanjian
hibah merupakan perjanjian yang berasal dan persetujuan sebelah pihak, ini harus
dilakukan dengan akta pecjabat pembuat akta tanah (PPAT). Contoh lan dari
perjanjian formil yaitu perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH Perdata) yang juga
harus dibuat secara tertulis.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian il yaitu perjanjlan yang baru
tercipta Kalau kata sepakat it diikuti dengan penyerahan. Pada umumnya membuat
suatuy perjanjian perdamaian. Kedua bentuk perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk
tertulis dengan akta notanis. Ratio ditentukannya kedua bentuk perjanjian itu adalah
dalam melakukan pengibahan.

Sedangkan tata cara mengenal perjanjian antara warga negara Indonesia
dengan orang asing dalam bentuk akta pengakuan hutang yang dalam praktik dibuat
secara bentuk tertulis, batk dengan akta autentik maupun dengan akta dibawah

tangan.
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Sebagaimana disebutkan oleh pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :
1. Sepakat mercka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Dua gyarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang yang
membuat perjanjian dan bila unsur subyektif tidak ada, maka perjanjian dapat
dibatalkan. Sedangkan dua syarat vang terakhir dinamakan syarat obyektif karena

mengenai obvek dari perbuatan hukum perjanjian yang dilakukan.

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjlan vang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang pertama, juga
dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki hal yang sama secara timbal
balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang dengan melepaskan barangnya,

sedangkan pembeli menginginkan barang itu dengan melepaskan sejumlah uangnya.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Dalam hal ini, orang yang membuat perjanjian itu harus cakap untuk
melakukan perbuatan hukum. Pada asasnya sctiap orang dewasa dan schat
pikirannya, adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perkecualian dari asas
diatas ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan orang-orang

dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, sekarang sudah tidak
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mempunyai daya mengikat lagi karena adanya ketentuan dalam surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963
kepada Ketuaa Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia dimana seorang wanita yang

sudah bersuami diperbolchkan melakukan perbuatan hukum.

Ad. 3. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenat suatu hal tertentu, artinya apa yang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu
perselisthan. Bahwa barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, minimum harus

sudah ditentukan jenisnya.

Ad. 4. Suatu sebab yang halal

Yaitu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tidak
bertentangan dengan kesustlaan. Jadi sebab yang menimbulkan perjanjian itu harus
dibenarkan oleh hukum.

Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut baik secluruhnya atau
sebagian tidak terpenuhi ?. Dalam persoalan itu harus dibedakan apakah mengenai
syarat subyektif atau mengenai syarat obyektif. Apabila perbuatan perjanjian itu sejak
semula batal dan dianggap tidak pemah ada.

Dalam hal tidak tcrpenuhinya syarat subycktif, perjanjian itu tidak batal
demi hukum, melainkan dapat dibatalkan. Pihak yang dapat membatalkan perjanjian

itu pthak yang memberikan kesepakatan secara bebas.
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2. Pilihan Hukum oleh Para Pihak sebagai Titik Taut Penentu mengenai
Hukum yang Berlaku.

Dengan adanya perbedaan dan berbagai sistem hukum yang dipertautkan
dalam suatu persoalan Hukum Perdata Internasional, maka timbul pertanyaan hukum
manakah yang dapat diperlukan bagi perbuatan hukum orang asing. Mengenai
persoalan ini dapat dikaitkan dengan sistem Hukum Perdata Internasional yang
berlaku di Indonesia dari beberapa pasal tertulisnya, salah satu diantaranya mengatur
soal bentuk formil dari perbuatan hukum ini, yakni pasal 18 ayat 1 AB (Algemen
Bevalingen Van Wetgeeving) vang berbunyi : “ Bentuk dari perbuatan ditentukan
menurut hukum dari negara atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (Locus regit
actum)”. Sedangkan ayat 2 dari pasal tersebut memberikan ketentuan mengenai hal-
hal Hukum antar Golongan yang khususnya berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan hal ini Sunaryati Hartono dalam bukunya dani Hukum
antar Golongan ke Hukum antar Adat, mengemukakan bahwa dalam suasana hukum
antar golongan apabila suatu perjanjian itu bentuknya tidak tertulis dan dilakukan
secara hukum adat, maka berlakulah Hukum Adat dengan 1si dan mateni hak-hak dan
kewajiban yang lazim dipergunakan dalam hukum adat maka berlakulah hukum adat.
Tetapi apabila bentuk dan isi daripada suatu perjanjian (misalnya Polis Asuransi)
vang hanya dikenal dalam hukum barat, maka baratlah yang harus. Hal ini tidak
menjamin sahnya perbuatan hukum atau berkenaan dengan tujuan pembuktian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pasal 18 ayat (11)
AB. Ketentuan ini adalah amat layak, disini ia mengemukakan : kalau seorang pada
suatu tempat berniat akan melakukan suatu perbuatan hukum dan ingin menggunakan
suatu cara tertentu, maka ia akan dapat mencapai tujoan itu apabila cara yang ia

maksudkan tadi inconcret dapat dilakukan di tempat itu, maka sudah barang tentu
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orang itu tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Terpaksalah ia menggunakan cara

yang lazim yang dipergunakan ditempat itu dimana dengan sendirinva lebih

lengkaplah adanya alat-alat untuk melakukan cara yang lazim tadi.

Pencrapan terhadap pasal 18 ayat 1 AB, hanya terbatas pada persoalan sah
tidaknya perbuatan hukum atau dilihat dan segi formil belaka dari hukum yang
berlaku pada tempat dimana dilangsungkannya perbuatan tersebut. Jadi bentuk
lahiriah yang diperhatikan bukan syarat-syarat yang mengenai isi atau materi dan
perbuatan hukum yang bersangkutan. Demikian juga ketentuan pasal 19 AB. Ini
disusun secara umum, artinya tidak diadakan pembatasan mengenai perbuatan hukum
yang dilakukan dari warga negara Indonesia saja. Tetapi perbuatan hukum darn
Indonesia yang terjadi di luar negen tercakap dalam pasal ini. Sebagai konsekuensi
dari pasal ini, pecrbuatan yang tclah dilakukan di luar ncgeri baik olch warga necgara
Indonesia maupun orang asing diskwi di Indonesia scbagai sah adanya apabila
perbuatan itu telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku di tempat itu.

Sebelum lahirnya konsepst modem ada beberapa alasan yang dipakai ratio
dan dasar diterimanya azas locus regit actum, yaitu :

a. Atas dasar pertimbangan bahwa orang-orang yang berada dinegara asing dan
melakukan perbuatan hukum disana dianggap sebagai kaula negara sementara
dari negara tersebut.

b. Juga ada yang mengemukakan bahwa pencrimaan Locus rcgit actum untuk
bentuk-bentuk dari perbuatan hukum disandarkan atas penundukan sukarela.

¢. Juga berdasarkan atas teori bahwa tujuan * Voorschriften” hanya dapat terlaksana
dengan pemakai Lex loci aactus. Kaedah “Locus regit Actum” didasarkan atas

dasar ini.

Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing ... Inge Sofyan



Tesis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

d. Ada juga penulis-penulis yang memakai ajaran hak-hak yang telah diperbolehkan
sebagai dasar, hak-hak telah diperoleh di dalam negara tertentu secara sah juga
harus diakui di negara-negara lain.

Kemudian scsuai dengan konsepsi Hukum Perdata Internasional Modern,
alasan yang dipakai ratio dan dasar diterimanya azas Locus regit actum ialah
terjaminnya kelancaran lalu lintas intemasional yang disebabkan karena pemakaian
hukum secara kaku. Teori yang didasarkan atas realitas ini dalam praktik sangat
memuaskan adanya.

Sehubungan dengan masalah imi, sava lebih condong mengikuti pendapat
yang dianut oleh konsepsi modern dalam realita dewasa ini menunjukkan adanya
relevansi, karecna sudah tentu bagi orang-orang vang berada di luar negeri dalam
melakukan perbuatan hukum adalah cara yang dianggapnya paling mudah bila
mercka hanya memperhatikan bentuk formal yang berlaku di negara mana mercka
berada, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma hukum
yang berlaku di negara bersangkutan dan juga tidak menyimpang dari kaedah-kaedah
vang berlaku dalam hubungannya dengan Hukum Perdata Internasional.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dan ketentuan pasal 18 ayat 1 AB, ini
vaitu mengenai tempat yang dimaksudkan dimana suatu perbuatan hukum harus
dianggap dilakukan.

Perkembangan teknologi yang dapat menciptakan adanya perbuatan hukum
sistem komunikasi dalam kehidupan masyarakat misalnya kontrak dagang antar
negara yang dilakukan dengan cara telex, surat menyurat, telegraf dan lain-lainnya.
Timbul suatu pernyataan tempat manakah yang dianggap sebagai tempat perbuatan
hukum dilakukan. Apakah ditempat permulaan perbuatan hukum atau dimana akibat

perbuatan hukum itu tercipta.
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Berkenaan dengan masalah ini Wirjono Proddjodikoro mengemukakan

pendapat bahwa : penentu tempat untuk dapat berlakunya suatu perbuatan hukum
seperti yang dilakukan dengan cara-cara diatas tidaklah dapat dijawab secara integral,
yang mcliputi scmua peristiwa yang mungkin akan terjadi dan untuk itu haruslah
ditinjau satu persatu mengenai sifat, maksud dan tujuan dan perbuatan hukum yang
bersangkutan.

Pergoalan lainnya vang perlu diperhatikan terhadap ketentuan pasal 18 ayat
AB adalah mengenai sifat yang berlaku padanya. Apakah ketentuan pasal im berlaku
fakultatif atau imperatif.

Dari beberapa pandangan para sarjana hukum maupun di kalangan praktik
hukum jelasiah bahwa makna dan tujuan pasal 18 ayat 1 Ab. Berlaku fakultanf dari
pasal ini pertu dikemukakan pandangan dari Sudargo Gautama yaitu scbagai berikut :

Apabila diperhatikan kata-kata dari pasal 18 ayat 1 AB, maka nampak
adalah pandangan imperatif. Tetapi jika diperhatikan makna dan tujuan dad pasal
tersebut jelaslah menunjukkan sifat fakultatif. Seperti diketahui bahwa dasar dan
tujuan pasal 118 ayat 1 AB adalah tidak lain danpada untuk mempermudah hubungan
lalu lintas Internasional. Dengan adanya ketentuan im maka warga negara dar suatu
negara tidak akan mengalami kesulitan jika mereka hendak melakukan perbuatan
hukum tertentu. Demikian juga dengan berlakunya sifat fakultatif dani pasal ity,
scdapat mungkin perlu ditiadakan kemungkinan batalnya suatu perbuatan hukum
apabila perbuatan hukum tersebut semata-mata harus dibuat menurut cara-cara
kepastian pihak ketiga cukup beralasan untuk memperimbangkan bahwa perbuatan
hukum bersangkutan tidak melalui diuji kepada lex loci actus tidak hanya

memperhatikan ketentuan dari tempat atau negara dilakukannya perbuatan hukum
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tetapi juga dari negara-negara lain yang juga dipertautkan dalam peristiwa dengan
unsur Internasional ini.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dikemukakan bahwa mengingat
alasan untuk mengadakan peraturan seperti pasal 18 ayat 1 AB. Yatu guna untuk
menghindari berbagai kesulitan bagi orang-orang yang berkepentingan, maka bolch
dikatakan bahwa masuk pasal tersebut mengikat orang-orang pada suatu cara untuk
melakukan suatu perbuatan hukum, vyaitu ditempat mana perbuatan hukum itu
dilakukan. Pengikatan seperti ini sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat.
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sifat dari pasal 18 ayat 1 AB, ialah hanya untuk
memperbolehkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum cara yang
lazim berlaku di tempat itu. Ini berarti suatu cara istimewa vang diingini dan cara
istimewa ini lazim diturut ditempat perbuatan dilakukan walaupun dapat dilakukan,
berhutang kebetulan ditempat itu tidak ada aturan-aturan yang dibutuhkan untuk
dapat terlaksananya cara yang istimewa itu diperbolehkan juga orang
mempergunakan cara-cara yang diinginkan itu. Dengan kata lain orang dapat memilih
salah satu dan dua cara tersebut dan perbuatan hukum yang dilakukan tetap dianggap
sah.

Menurut pendapat saya, mengenai berlakunya sifat fakultatif dari pasal 18
ayat 1 AB, adalah sangat tepat mengingat dewasa ini sering kali suatu perbuatan
hukum dilakukan dalam hal perjanjian di suatu tempat atau negara itu tidak ditemui
ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian tersebut. Schingga untuk menghindan
pembatalan dan perjanjian itu, maka diperkenankan cara-cara yang diinginkan untuk
dapat melaksanakan perjanjian tersebut.

Selain apa yang telah diuraikan diatas, maka titik taut penentu perjanjian-

perjanjian yang bersifat Internasional ini, ada berbagai teori dan pegangan yang
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dipakai oleh pelaksana hukum dart dulu hingga sekarang untuk menjawab masalah

itu. Dalam uraian sekarang ini akan dicoba untuk memecahkannya dan memberi pula
pokok pikiran dari masa awal masalah ini timbul hingga sekarang.

Sclain apa yang telah diuraikan diatas, maka fitik taut penentu perjanjian-
perjanjian yang bersifat Internasional ini, ada berbagai teori dan pegangan yang
dipakai oleh pelaksana hukum dan dulu hingga sekarang untuk menjawab masalah
itu. Dalam uraian sekarang ini akan dicoba untuk memecahkannya dan memberi pula
pokok pikiran dari masa awal masalah ini timbul hingga sekarang.

Pertama-tama dikedepankan prinsip pilihan hukum oleh para pihak, pada
prinsipnya para pihak sejak semula telah sepakat menentukan bahwa untuk perjanjian
Internasional ini, pertama-tama harus diperlukan adalah hukum yang telah dipilih
olch para pihak sendiri. Para pihak sendiri berwenang untuk menentukan hukum dan
wewenang ini dihormati juga dalam juga dalam Hukum Perjanjian Internasional,
sekarang ini dikalangan para sarjana Hukum Perdata Internasional sudah tidak ada
lagi keragu-raguan mengenai kemungkinan pilihan hukum dan mengenai diterimanya
pilihan hukum itu sebagai hukum untuk perjanjian-perjanjian Internasional. Dengan
kata lain semua para sarjana seia sckata bahwa hukum yang telah dipilih oleh para
pihak adalah hukum yang pertama-tama harus dipergunakan untuk Perjanjian-
perjanjian Internasional. Tetapi mengenai prinsip pilihan hukum oleh para pihak ini
pada hakekatnya mempunyai batasan-batasan tertentu pula, antara lain :

- Pilihan hukum tidak boleh melanggar apa yang disebut dengan ketertiban umum,

- Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.oleh karena
itu maka pililhan hukum haruslah dilakukan secara bonafide, artinya perlu
dipergunakan hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan kontrak yang

bersangkutan.
36

Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing ... Inge Sofyan



Tesis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

- Pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak, dengan Kkata lain
pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam bidang keluarga.

Dalam suatu perjanjian yang bersifat Internasional, para pthak mempergunakan :

a. Pilihan hukum sccara tcgas

b. Pilihan hukum secara diam-diam

A. Pilihan hukum secara tegas

Dalam klausa-klausa kontrak dapat disaksikan adanya pilithan hukum secara
tegas. Dalam praktek, hal ini sering nampak pada joint venture contract dan
sebagainya, yang menyebutkan untuk pelaksanaan perjanjian im berlakulah hukum
Indonesia atau hukum Inggris, artinya para pihak secara tegas melakukan pilihan
hukum. Dengan demikian tidak terdapat keragu-raguan bahwa memang hukum vang
telah dipilih para pihak tidak mclakukan pilihan hukum sccara tegas biasanya tclah
minta nasehat terlebih dahulu kepada penasehat hukum, dan penasehat-penaschat
hukum inilah yang sudah biasa untuk sclalu mencantumkan di dalam salah satu
clausa kontrak tersebut mengenai hukum yang dipilih untuk perjanjian tersebut.

Yang mempunyai tujuan hukum untuk menghindann berbagar persoalan-
persoalan pelik yang akan memakan waktu banyak biaya hanya untuk mengetahui
hukum manakah yang harus diperlakukan untuk kontrak yang dihadapi it
Sesungguhnya dalam praktek dagang antara pedagang Internasional orang-orang
tidak sampai pada pilihan hukum sccara tegas ini. Dewasa ini kontrak dagang
demikian ini banyak ditutup dengan alat komunikasi modem, seperti telex, surat
menyurat, telepon, telegraf dan lain-lainnya.

Jadi para pihak dalam kesempatan ini sama sekali tidak sampai memikirkan
teniang hukum yang akan dipergunakan jika timbul suatu sengketa. Pada umumnya

para pcdagang  Jerman  berkeberatan  atas  konvensi  Internasional  yang
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mengedepankan prinsip pillhan  hukum. Menurut mereka lebth  baik  jangan
menyinggung secara [angsung hukum yang harus dipilih apabila berhasrat untuk
mengadakan kontrak-kontrak dan berdagang secara lancar. Mereka menganggap
lebih baik dalam kontrak yang bersangkutan discbutkan, apabila terjadi persclisihan,
maka persoalan akan diadili secara arbitrase menurut ketentuan ICC di Paris. Dengan
demikian hukum yang akan dipakai oleh badan arbitrase tidak selalu merupakan
hukum dart suatu negara.

Di Indonesia juga dapat dilihat keadaan yang demikian misalnya sebelum
perang dapat diihat bahwa Maskapai Pengangkutan Laut seperti LPM dapat secara
sepihak menentukan seandainya terjadi perselisihan, maka hukum dari maskapai dari
pelayaraniah yang berlaku.

Jadi dengan adanya pilihan hukum sccara tegas ini, terciptalah kepastian
hukum bagj para pihak terutama sekali mengenai hukum yang harus berlaku.

B. Pilihan Hukum secara diam-diam

Disamping pilihan hukum secara tegas, para pihak dalam suatu kontrak
dagang Internasional dapat pula memilih hukum secara diam-diam, dapat
disimpulkan maksud para pihak tentang hukum vang mereka kehendaki dari
sikapnya, isi dan bentuk perjanjian. Misalnya jika para pihak memilih domisili di
Kantor pengadilan Negeri ditempat disuatu negara tertentu, maka dapatlah ditarik
suatu kesimpulan yang dikchendaki olch para pihak sccara diam-diam adalah agar

hukum di negara yang bersangkutan.

3. Hukum yang Berlaku bila tidak ada Pilihan dalam Akta Pengakuan Hutang
Dengan titik pertalian primer, yaitu hal-hal dan keadaan -keadaan yang

menimbulkan atau menciptakan adanya hubungan Hukum Perdata Internasional.
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Hakim akan mengetahui bahwa suatu kasus adalah termasuk kasus intern ataukah
kasus mengenai Hukum Perdata Internasional. Setelah diketahuinya bahwa kasus
tersebut adalah kasus mengenai Hukum Perdata Internasional, maka hakim akan
sclangkah bertindak lebih maju, untuk mengetahui hukum manakah yang akan
berlaku untuk kasus tersebut.

Membicarakan mengenai hukum mana yang akan berlaku berarti
membicarakan mengenai titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah,
faktor-faktor yang menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu stelsel
hukum yang saling dipertautkan.

Diantara titik pertalian sekunder tersecbut adalah termasuk pilihan hukum
ini. Para pihak dapat memilih hukum yang akan berlaku untuk kasus tersebut.

Seperti telah divraikan diatas bahwa para pihak tidak sccara tegas memilih
hukum yang berlaku bagi kontrak /perjanjiannya, akan tctapi apabila kelak kemudian
hari timbul suatu “dispute”( sengketa), maka para pihak akan sulit untuk menentukan
hukum vang harus berlaku bagi penyelesaian perkara tersebut. Hakimlah yang akan
mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mendapatkan jalan guna
mengetabui hukum mana yvang akan berlaku dalam kontrak/perjanjian vang dibuat
antara orang asing dengan warga negara Indonesia.

Langkah pertama apabila tak nampak adanva persetujuan dalam kontrak
yang dibuat tentang permufakatan para pihak mengenai hukum vang berlaku, maka

pengadilan akan melakukan analisis daripada ketentuan-ketentuan dan  fakta-takta
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perundingan oleh para pthak. Pada umumnya para pthak sendirt sama sekali tak sadar
bahwa mungkin ada persoalan mengenai hukum yang harus diperlakukan. Maka
adalah sesuai dengan ini jika dipertimbangkan apakah para pihak ini secara fiktif
telah berpikir kearah suatu sistem hukum tertentu dalam kontrak mercka.

Jalan lain yang dapat diteropuh adalah dengan mengintroducer apa yang
dinamakan teori “hukum yang sewajarnya”, “the proper law of the contract”. Menurut
teori ini maka harus dicari hukum dari pada negara dengan mana kontrak
bersangkutan mempunyai apa yang dinamakan “the most real connection”. Jadi harus
dapat melokalisir (to localize) kontrak bersangkutan. Harus dicani titik berat “ centre
of grafity” dari perjanjian tersebut. Dengan melihat titik taut mana yang paling berat
dan atas dasar inilah dianggap hukum daripada ncgara dengan mana titik taut ini
terbanyak dihubungkan menjadi terberat dan adalah yang harus  dipergunakan.
Dengan lain perkataan dicari kepada titik taut tertentu sekitar kontrak ini.

Teon lain yang dapat dikemukakan adalah dengan menemukan apa yang
dinamakan tittk taut yang paling karaktenistik, “the most characteristic
connection”daripada tiap-tiap kontrak. Memang dicani juga titik taut yang terberat
tapi pencarian tittk taut ini adalah lebith halus dibandingkan dengan teon-teori
terdahulu. Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan suatu
prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak mana yang melakukan suatu
prestasi yang paling karakteristik inilah merupakan hukum yang dianggap harus
dipergunakan, karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajamya dipergunakan.

Apabila diterima bahwa titik taut dari pihak yang melakukan prestasi paling
karakteristik pada suwatu kontrak adalah vyang dipakai akan memperoleh
penyederhanaan yang dalam praktek bermanfaat sekali. Dengan demikian akan tidak

lagi merupakan persoalan dimana para pihak yang bersangkutan ini kebetulan
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bertempat tinggal atau apakah yang metupakan kewarganegaraan mereka dan juga

tidak akan penting lagi dimana kebetulan transaksi bersangkutan dilangsungkan atau
dimana transaksi itu dilaksanakan.

Jika tidak perlu mengadakan kualifikasi sccara menyulitkan, seperti
misalnya dimana letaknya lex loci contractur atau lex loci solutionis. Akan dapatlah
menjadi pegangan yang kuat dan yang dapat memberi kepastian terlebih dahulu dan

pula dapat dipakai secara sama/uniform oleh para hakim.
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BAB IY

PENUTUP

Sebagai bagian akhwr dari seluruh rangkaian penulisan ini, tibalah saya pada
bagian penutup untuk menyampaikan bheberapa pokok kesimpulan yang dapat dipetik
dan seluruh pembahasan yang ada, yaitu sebagaimana terura dibawah mi.

1. Kesimpulan

a. Saya lebih setuju untuk menggunakan istilah penyelundupan hukum, karena
perkataan peomyclundupan hukum mengingatkan pada suatu polbuatan yang
bersifat pelanggaran yang dilakukan dengan tipu muslihat tcrhadap suatu
kaedah hukum, demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. d\sampmg itu
bahwa tujuan perbuatan penyelundupan hukum adalah untuk menghindari
berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu
keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya
berlaku hukum asing.

b. Bahwa prosedur/tata cara mengenai perjanjian antara warga ncgéra Indonesia
dengan Orang Asing termasuk pula dalam hukum perikatan pada umunya
yang diatur dalam KUH. Pcrdata dalam buku I, menganut mtcm terbuka
dimana para pihak dapat membuat perikatan lain daripada yang{dmtur dalam
buku I tersebut. Dengan kata lain buku II KUHP. Perdata n%ngmut azas
kehehasan berkontrak dimana azas ini dapat disimpulkan dan pa§al 1338 ayat
(1) yang menentukan “ bahwa semua perjanjian yang ch'buat;5 secara syah

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang rﬁcmbuatnya”.
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Penyclundupan hukum olch orang asing dapat dilakukan dalam bidang tanah
dengan cara membuat suatu surat pengakuan hutang dihadapan Notaris yang
menyatakan bahwa Warga negara Indonesia telah berhutang scjumlah uang
tertentu kepada pihak Orang asing. Sudah tentu perbuatan ini hanya suatu
perbuatan pura-pura untuk tidak berlakunya hukum nasional (dalam hal ini
Undang-Undang Pokok Agrana).

c. Schubungan dengan adanya berbagai sistem hukum di pertautkan dalam
persoalan Hukum Perdata Internasional maka penerapan pasal 18 ayat 1 AB
mengenai pilihan hukum terhadap para pihak terbatas pada perscalan syah
tidaknya pcrbuatan hukum itu dilihat dari scgi formil belaka dari hukum yang
berlaku pada tempat di mana dilangsungkannya perbuatan tersebut. Dan pasal
18 ayat 1AB i juga disusun secara umum artinya tidak diadakan pembatasan
mengenai perbuatan hukum yang di lakukan dari Warga Negara Indonesia
dalam wilayah Indonesia saja, dan sesuai dengan konsepnya HPI modern
alasan/dasar diterimanya azas Lucus Regit Actum adalah : terjaminnya
kelancaran lalu lintas Internasional yang disebabkan karena pemakai hukum
sccara kaku. Scdangkan Tceori pilihan hukum tidak terlepas dan Teoni “The
Most Characteristic Conncetion” tcori ini didasarkan di mana pada tiap-tiap
kontrak dapat di lihat pithak mana yang melakukan prestasi yang paling
karaktenistik maka hukum milah yang sewajamya di pergunakan.

d. Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa adanya larangan dani perbuatan yang

secara langsung dan sengaja dimaksudkan untuk mengalih hal mlhk kepada
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Orang Asing, juga perbuatan yang sccara fidak langsung yang dimaksudkan

untuk memindahkan bak milik kepada Orang Asing adalah di larang,

¢. Akibat hukum terhadap perbuatan yang menggunakan kedok yang lebih

dikenal dengan strooman adalah batal demi hukum dan selanjutnya tanah
tersebut jatuh menjadi tanah negara, serta hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung dan semua pembayaran yang telah diterima
tidak dapat dituntut kembath.

Contoh dari perbuatan vang dianggap langsung, misalnya jual-beli, hibah atau
perwatisan atau dengan membuat surat wasiat. Scdangkan istilah perbuatan
vang tidk langsung diartikan scbagai pcerbuatan penyclundupan hukum,
misalnya diartikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum, misalaya

dengun menggunakan kedok yang lebih dikenal dengan istilah strooman.

f. Penyelundupan hukum dibidang Agraria yang dilakukan oleh orang asing di

Indonesia, akibat hukumnya adalah batal demi hukum dan tanah yang
bersangkutan menjadi tanah negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang ada diatasnya tetap berlangsung dan semua pembayaran yang telah
diterima tidak dapat dituntut kembali
Saran saran
Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perbuatan
penyelundupan hukum yang di lakukan oleh Orang Asing khususnya
penyelundupan hukum di hidang hak-hak atas tanah kiranya tidaklah berlebihan

sava mengetengahkan beberapa saran-saran, antara lain ¢
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a. Scbagai pihak Warga Negara Indonesia sendiri menyadarni agar tidak berlaku
cgois, yaitu hanya momentingkan din sondiri dengan mongadakan suatu
penyelundupan hukum tanpa menyadari kepentingan Nasional/Negaranya.

b. Pihak Notaris agar berusaha apabila terdapat usaha yang beritikad tidak baik
agar sedini mungkin mencegah adanya perbuatan penyelundupan hukum
tersebut.

¢. Terhadap orang asing yang berkeinginan melakukan penyelundupan hukum
sudah sewajarnya kita sebagai warga negara dan aparat pensgak hukum
mengadakan tindakan preventif berupa peringatan-peringatan serta tindakan
Represip berupa tindakan hukuman dengan cara moemproscs oranyg asing
tersebut  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku demi tegaknya
kewapban umur nasional.

d. Terhadap larangan pengasingan tanah, diharapkan ada sanksi/peraturan yang
lebth khusus mengatur tentang larangan pengasingan tanah i misalnya
dengan Peraturan Pemerintah.

e. Kepada para pejabat Notaris dan PPAT diharapkan agar bisa mengarahkan
para pthak khususnya orang asing untuk memilih alternatif lain misalnya
memilih alternatif lain misalnya memilib hak scwa atau hak pakai atas tanah
agar tidak terjadi penyelundupan hukum yaitu orang asing yang membeli

tanah dengan jalan meminjam nama orang Indonesia.
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SURAT PERNYATAAN

Tanyg berlandalangyan di bawall ind

N ama :
Pekerjaan
Alamat :

Dcngan ini gaya mcnyatakan dengan scbenarnya bahwa tanah berikut
bangunannya yang termaksud dalam lampiran surat ini adalah benar
milik dari Tuan ..eeeeecoeee., Warga Negara Taiwan dan gaya hanya
newbantu atau sebagal perantara dalam segala proses jual beli
tanalt tersebut, Apabila i kemudian hari apa vang dinyatakan
dalam Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya nembebaszkan
TUEAD e dAril segala gugatan  dan tuntutan hukum yvang
mungkin timbul di kemudian hari dan saya bertanagung Jjawab dengan
apa yang telah saya nyatakan melalul surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyatan ini saya beriksn untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 22 Mei 2000
Yang Membnat Pernyataan,
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SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1

Nama :
TImur g

Alamat

Kewarganegaraam

Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Umur

Alamat

Kewarganegaraam

No.Pasport ’

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tesis

Pasal 1

Pihak Pertama dengan imi bersedia diri untuk menjadi perantara dan atau dipinjam
namanya dalam hal jual beli atas sebuah bangunan benkut turutannya dan
pekarangannya yang berdiri diatas sebidang tanah seluas kurang lebih

.......... meter persegy, terletak di PTODINS!, e .
Kecamatan...............ous. , Kelurahan.................., setempat dikenal dengan
DAM 3 TATOI— e R R o AL T R

Pasal 2

Apabila jual beli terscbut telah sclesai maka Pihak Pertama harus monyerahkan
sepenuhnya bangunan berikut turutannya dan pekarangannya vang berdiri diatas
sebidang tanah tersebut kepada Pihak Kedua yang sebenarnya adalah pemilik dari
tanah dan bangunan itu, tanpa menuntut apapun dari Hak Milik tersebut.

Pasal 3
Pihak Pecrtama menjamin Pihak Kedua, bahwa baik sckarang maupun dikemudian
hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak Pertama yang

menyatakan mempunyai hak atas bangunan berikut turutannya dan
pekarangannya yang berdiri diatas sebidang tanah tersebut
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Pasal 4

Ongkos dari akta-akta yang akan di buat dan biaya-biaya lainnya yang
berhubungan dengan pembuatan perjanjian ini adalah menjadi tanggungan dan
harus dibayar oleh Pihak Kedua

Bahwa segala ongkos dan/atau biaya-biaya berupa apapun juga yang wajib
dibayar karcna pemakaian (penggunaan) tanah terscbut, begitu pula scgala pajak
dan beban yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan tersebut akan dibayar
dan menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua.

Pagal 5
Apabila snatu hari Pihak Pertama wanprestasi atau mengingkan isi dari Surat
Perjanjian ini, maka Pihak Pertama harus mengganti seimua biaya/ongkos-ongkos
yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Pertama berjanji sepenuhnya untuk memegang tegubh dan atau tidak
membocorkan rahasia ini kepada Pihak lain.

emikian Perjanjian int dibuat di ............... , pada hartmm ... t'mggal ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2000,

setelah dibaca dan disetujui oleh kedua belah pihak, Surat Pﬂrlanjmn ini ditandatangant oleh
Pihak Pertama, Pihak Kedua dan dibuat rangkap 2 (dua) masing masing bermeterar cukup.

PHIAK PERTAMA PHIAK KEDUA
( ) ( )
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